BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG
PERJALANAN DINAS BAGI PENJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA,
TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 12 P/HUM/2024 yang menyatakan Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b. bahwa pengaturan pertanggungjawaban Perjalanan
Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah secara lumpsum tidak sesuai dengan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
12 P/HUM/2024;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,/) dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun 2023
tentang Perjalanan Dinas Bagi Penjabat Negara,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tenaga Non
Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);



.

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Noomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019
tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1133);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024
Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun

2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PENJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, TENAGA
NON APARATUR SIPIL NEGARA, DAN PIHAK LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun
2023 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Penjabat Negara, Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara,
Tenaga Non Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lain (Berita Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b dan Ayat (2) dihapus sehingga Pasal
32 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 32

(1) Setiap Pelaksana Perjalanan Dinas yang telah melaksanakan
Perjalanan Dinas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas yang terdiri atas:

a. SPT:

1. bagi Bupati/Wakil Bupati dan pejabat eselon II di lingkungan
Pemerintah Daerah dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. bagi pejabat eselon III kebawah di lingkungan Pemerintah
Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran
huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini; dan

3. bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan format sebagaimana
tercantum dalam dalam Lampiran huruf D yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan
dibubuhi stempel instansi/Perangkat Daerah tempat tujuan
Perjalanan Dinas:

1.bagi Bupati/Wakil Bupati dengan format sebagaimang
tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
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2.bagi pejabat eselon II ke bawah dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

3.bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

d. bukti pengeluaran Biaya Transport;
e. tiket dan boarding pass;

f. bukti pengeluaran biaya akomodasi yang menginap dan
menggunakan fasilitas hotel, atau bukti tanda terima uang 30%
dari tarif akomodasi yang telah ditetapkan bagi Pelaksana
Perjalanan Dinas yang menginap namun tidak menggunakan
fasilitas hotel; dan

g. bukti biaya pemeriksanaan kesehatan, apabila dilakukan selama
masa pandemi.

h. Dihapus.
(2) Dihapus.

(3) Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2) untuk SPD dapat ditandatangani dan dibububhi stempel oleh
pimpinan atau pejabat berwenang pada penyelenggara atau lembaga
swasta lainnya.

(4) Dalam hal terjadi kesalahan SPT dan SPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pelaksana perjalanan dinas
melampirkan surat pernyataan pembetulan SPT dan SPD.

(5) Format surat pernyataan pembetulan SPT dan SPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 78 Ayat (1)) dihapus sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 78
(1) Dihapus.

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu
anggaran yang tersedia dalam DPA/DPPA SKPD DPRD.

(3) DPA/DPPA SKPD DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati
tentang Standar Harga Satuan.

3 Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XVA,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
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BAB XVA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pimpinan dan Anggota DPRD
yang telah melakukan Perjalanan Dinas terhitung mulai Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 12 P/HUM/2024 diterima Termohon
sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari setelah diterima Putusan tersebut,
tetap berlaku ketentuan pertanggungjawaban lumpsum sesuai ketentuan
Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perjalanan Dinas
Bagi Penjabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil,
dan Pihak Lain (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 Nomor 55).

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru

pada tanggal 11 September 2024
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BUPATI KOTABARU,
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Di undangkan di Kotabaru
pada tanggal 11 September 2024

S ETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID ARHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2024 NOMOR 1§



